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ABSTRACT 

Theipurpose ofithis study is to analyzeithe procedures for managing financial transactions in 
Sarimekar Village which are related to the Regulation of the Village Minister, PDTT No. 21 of 2020. 
This writing is related to the rules for preparing village budget reports. This writing is based on 
research that describesia symptomior event that is happening at the moment which outlines the 
concept of the behavior of related officials in Bali. The basis of village transaction orientation tends 
to be lower than that of local government, but includes all accounts that are already available in 
local government. Basedion thisiresearch, itican beiconcluded that the accounting principles that 
have been implemented by the Sarimekar Village administration are in harmony with existing 
government policies. With the siskeudes (Village Financial Information System) it will prove that the 
Sarimekar Village government has followed well regarding the presentation and preparation of the 
APBD Realization Report as contained in the PDDT Village Ministerial Regulation No. 21 of 2020 and 
village spending allocations are in accordance with Government Regulation no. 43 of 2014. 
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Tujuan penelitianiini menganalis tata cara pengelolaan transaksi keuangan di Desa Sarimekar 
yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 21 Tahun 2020. Penulisan ini terkait 
kaidah penyusuan pelaporan anggaran desa. Penulisan ini dilandaskan pada penelitian 
yangimendeskripsikan suatuigejala atau peristiwaiyang terjadi pada saat ini yang menguraikan 
konsep perilaku pejabat terkait yang ada di Bali. Landasan dari transaksiientitasidesa cenderung 
lebih rendah dibandingkan dengan pemerintahidaerah, tetapi meliputi semuaiakun yang telah 
tersedia di pemerintah daerah. Berdasarkan dari penelitianiini dapat ditarik kesimpulan terkait 
kaidah akuntansiiyang telah di implementasikan olehipemerintahiDesa Sarimekar sudah selaras 
dengan kebijakan pemerintahan yang telah ada. Dengan adanya siskeudes (sistem Informasi 
Keuangan Desa) maka akan membuktikan bahwa pemerintah Desa Sarimekar telah mengikuti 
dengan baik terkait penyajian dan persiapan Laporan Realisasi APBD yang tertuang dalam 
Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 serta alokasi belanja desa telah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. 
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1. Pendahuluan 

Didalam pengelolaan keuangan publik, akuntansi pemerintahan memegang peranan yang 
cukup krusial. Akuntansi pemerintahan turut serta dalam menyokong serta memberikan 
perhatian lebih terhadap tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengenalian 
entitas keuangan publik adalah wujud  tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah 
desa, pemerintah daerah hingga pemerintahipusat. Salah satu prinsip tatanan pengendalian 
entitas keuangan pemerintahan yangikrusial adalah akuntabilitasidanitransparansi. Dalam 
setiap mengelola keuangan pemerintah diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi 
agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. 

Didalam penyusunan suatu laporan keuangan kita tidak boleh melupakan prinsip 
akuntabilitas dan transoaransi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan salah 
satu prinsip yang digunakan untuk melihat seberapa baik laporan tersebut. Suatu daerah 
dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan 
keuangan di daerahnya. 

Desa adalah pemerintahan terkecil dengan kepadatan penduduk rendah dari pemerintah. 
Hal ini terjadi karena pemerintah desa berkaitaan erat dengan masyarakat yang memiliki 
latar belakang kepentingan serta kebutuhan yang beraneka ragam. Hal ini yang menjadikan 
pemerintahan desa menjadi sangat strategis. Sebagaimana dalam Jaya (2019:2) “negara 
yang maju tidak terlepas dari perkembangan provinsinya yang maju pula. Begitu pula 
dengan tingkatan dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa negara 
dapat dikatakan maju jika sebuah desa atau kelurahan tersebut juga mengalami  kemajuan. 
Desa dapat di katakan sebagai sebuah negara yang berukuran kecil. Hal ini dikarena kan 
semua perangkat yang dimiliki suatu negara juga di miliki oleh desa, seperti kawasan, 
warga, aturan serta pemerintahannya. Desa turut menjadi suatu lembaga otonom dengan 
menonjolkan beragama budaya yang identik dari daerah tersebut, adat istiadat dan hukum. 
Sehingga, untuk dapat mencapai kesejahteraan secara mandiri desa juga memiliki suatu 
integritas yang melekat pada wewenang dalam mengurus serta mengatur kepentingan 
masyarakatnya (Jaya, 2019:2). 
Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari peranan Desa atau kelurahan setempat. 
Hadirnya kementrian pedesaan menjadi bentuk perhatian dari pemerintah pusat terkait 
perkembangan kemandirian desa. Keseriusan pemerintah pusat dalam memajukan 
kesejahteraan masyarakat desa telah di wujudkan dalam bentuk Undang-Undang Desa yang 
terdapat didalam UUiNo. 6 Tahun 2004 tentang Desa. Berlakunya Undang-Undang tersebut 
sebelum penyelenggaran pemilihan presiden tahun 2014. Sehingga, terdapat beberapa 
perubahan terkait peraturan  perundang-undangan tersebut yang terdapat didalam UU No 
43 tahun 2014. Beberapa hal mampu menjadi perubahan dari regulasi sebelumnya yaitu, 
terhadap kewenangan yang menjadi milik suatu Desa. Kewenangan tersebut mencakup 
keistimewaan yang dikuasai pemerintah Desa meliputi kebijakan lokal berpatokan pada 
Desaiyang dibiayai oleh AnggaraniPendapatan BelanjaiDesa, serta di biayai dari sumber 
APBN dan APBD melalui alokasiiDanaidesa dari Pemerintah daerahiprovinsi maupun 
PemerintahiKabupaten/Kota. 
Kebijakan Presiden Jokowi yangitertuang dalam Sembilan Harapan (Nawacita) turut 
berpartisipasi dalam menata negara Indonesia dimulai dari daerah pinggiran. Demi 
mengembangkan pembangunan desa-desa yang tertinggal di Indonesia hal tersebut perlu 
di jalankan. Sehingga, komitmen tersebut sesuai dengan presiden sebelumnya. Adanya 
program yang berkelanjutan seperti ini di harapkan dapat mendorong perkembangan, 
kemandirian dan kemajuan suatu Desa. Sehingga akses kebutuhan masyarakat Desa sama 
dengan masyarakat pada perkotaan. 
Distribusi dana desa yang di bagikan oleh  pemerintah pusat kepada daerah dapat di 
gunakan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan wilayahnya agar lebih baik. Peraturan 
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terkait danaidesa di atur dalam UUiNo.6iTahuni2015. Berkaitan dengan hal tersebut 
terdapat kewajiban untukimembuatilaporanipertanggungjawaban atas pemakaian dana 
desa. Acuan dari pelaporaniini tertuang dalam perundang-undangan Nomor 21 Tahun 
2020imengenaiipengelolaanikeuanganidesa.iPeraturaniini berisi peraturanitambahan 
yaitu  peraturan dari UU No. 6iTahun 2004 dan UUiNomor 43iTahuni2014.  
Upaya Presiden untuk mengurangi adanya kegiatan manipulasi dalam pengelolaan dana 
desa yang di alokasikan maka ditetapkan Peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 
2020.iTerdapat beberapa kasus penyalahgunaan danaidesa. Seperti  pada kasus di Desa 
Tlogotuwung, Kabupaten Blora (Jawa Tengah) kepala desa melakukan hal tersebut sejak 
2019 hingga tahun 2021. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Serang, 
Provinsi Banten. Kepala desa terbukti korupsi sebesar 546 juta untuk membayar utang. 
Tanggung jawab besar sejalan dengan besaran alokasiidanaidesa yang di alokasikan 
olehipemerintah pusat. Danaidesa seharusnya diperuntukkan agar daerah dapat mulai 
mandiri dan berbenah. Sehingga, dalam pertanggung jawaban dan pengalokasiannya perlu 
di awasi dari berbagai semua pihak. 

 
2. Kajian Literatur 

2.1 Kebijakan Akuntansi 

PeraturaniMenteriidalam Negeri No. 64 tahuni2013 menjadi dasar kebijakaniakuntansi 
pada pemerintahidesa. Kebijakan dibagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan 
pelaporanikeuangan dan berkaitan denganikebijakaniakuntansi. Kebijakaniterkait 
pelaporanikeuangan ini memuat tentangipenyajianipelaporan keuangan meliputi 
kebijakan terhadap anggaran, periode, hinggaientitas. Laporan keuangan yang memiliki 
tujuan umum adalah laporanikeuangan yang dibuat guna memenuhi kebutuhan. Demi 
mencapaiitujuan tersebut, kebijakan dari akuntansi ini menentukan 
seluruhipertimbangan dalam rangka pengungkapan laporan keuangan, 
pedomanistruktur laporanikeuangan dan persyaratan minimaliisi laporan keuangan. 
Kemudian basis akrual diterapkan guna penyusunan laporam keuangan. Entitas 
pelaporan dan entitas akuntansi merupakan kebijakan akuntansi yang berlaku dalam 
penyusunan laporanikeuangan. Pemerintahidaerah meliputi entitasipelaporan, 
sedangkan SKPD dan PPKD bagian dari entitas akuntansi. 

Basis akrual digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keungan. Namun, 
basis kas digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaanianggaran, 
maka dapat dikatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran didasarkan basis kas. 
Beberapa entitas belum sepenuhnya menggunakan basis akrual. Entitasipemerintah 
yakni entitas yangimemiliki ciri khas unik didalam penerapan akuntansi. 
BerdasarkaniPeraturaniPemerintah Nomori71 Tahuni2010 yang mengatakan bahwa 
StandariAkuntansi Pemerintahani(SAP), basisikas menuju akrual merupakan basis 
akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah. Berdasarkan basis kas menetapkan 
bawhwa aset,ikewajiban, dan ekuitasidana dicatat menggunakan basisiakrual, 
sedangkanibasis kas digunakan dengan syarat unsur dari LaporaniRealisasi 
Anggaraniseperti pendapatan,ibelanja, dan ipembiayaan. 

Pengaruh dari penggunaan basisikas menuju akrual yaitu diperlukannya penggunaan 
jurnaliyang dibuatiuntukimengakui rekening – rekeningineraca yang muncul 
dikarenakan adanya transaksiidari rekening. AnggaraniPendapataniBelanjaiDesa atau 
yang biasa disebut dengan jurnalikorolari. Jika menggunakan jurnalikorolari, maka 
belanja kendaraan dicatat menggunakan basisikas yang terdapat dalam 
LaporaniRealisasiiAnggaran. Namun, pada neraca dilakukan penerapan menggunakan 
basisiakrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimilikiidimanaiakun 
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yangidiperlihatkan di dalam neraca tidak hanya kasidan ekuitasidana, tetapi juga 
asetitetap sepertiikendaraan. 

PadaiDesa Sarimekar telah melakukanipenjurnalan terkait beberapa transaksi 
yangiterjadi. Bendaharaidesa memakai software akuntansiiyang disediakan oleh 
pemerintah yang biasa disebut Sisekuedes. Sehingga, untuk mencatat kas masuk dan kas 
keluar dipemerintahan desanya bendahara tidak hanya memakai kuitansi dan nota, 
namun bendahara desa juga memiliki wajib untuk menyusun bukuikas umum dan 
bukuikasipembantu menggunakan siskeudes yangitelah gunakan. 

2.2 ProsesiPenyusunaniAnggaran 

Didalam AnggaraniPendapatan dan BelanjaiDesa (APBDesa) terdapat proses 
penyusunanianggaran desa. Sebelum melakukan penyusunan AnggaraniPendapatan 
dan BelanjaiDesa, pemerintah desa berkewajiban untuk menyusun RencanaiKerja 
PembangunaniDesa (RKPDesa) guna meningkatkan kontribusi aktif masyarakat dalam 
pembangunan didesanya sendiri. Untuk melihat gambaran nyata tentang apa saja 
programikerja yangiakan dijalankan pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun 
terdapat pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Sehingga 
pembangunan desa akan lebih tersistematis dalam memutuskan 
kegiatanipembangunan, tepatisasaran daniberkesinambungan yang lebih prerogatif.  

Rencana Kerja Pembangunan Desa Sarimekar tahun 2021 telah disusun sesuai UUD yaitu 
setiap desa wajib Menyusun RKP Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 20 Tahun 2018 pasal 34 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa : 

a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa 
b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pebiayaan pembangunan 
desa 
c. Pencermatan ulang RPJM Desa 
d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa 
e. Musrenbang Desa pembahasan dan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP 
Desa  
f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar  usulan RKP 
Desa. 

2.3 PelaksanaaniAnggaran 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang 
penggunaanidana APBDesa kepalaidesa, bendaharaidesa daniPTPKD saling bekerja 
sama untuk menyusun RKP Desa yang memuat beberapa hal, sebagai berikut : 

a. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa. 
b. Informasi perkiraan pendapatan transfer Desa pemerintah daerah kabupaten/kota. 
c. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada didalam Sistem 

Informasi Desa. 
d. Usulan masyarakat Desa tentang program pembangunan Desa. 
e. Berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa . 
f. Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga guna mewujudkan pencapaian 

SGDs Desa. 

Bendahara Desa Sarimekar melaksanakan penerapan yang didasari dari petunjuk teknis 
diatasitelah terpenuhi. Akibatnya haliini menjadi pertanda bahwa didalam 
laporanipertangggungjawaban dana desa terdapatipengelolaan dana APBDesa 
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secaraiberkala. Pengendalian yangiefektif dapatimembuat desa menjadilebih mandiri, 
kemudian sumberidaya desa akan lebih diberdayakan secara maksimal. 

LaporaniRealisasiiAnggaran terdiri atas informasi realisasiipendapatan-LRA, 
belanja,itransfer, surplus/deficit-LRA, danipembiayaan yang berlawanan telah 
dibandingkan denganianggarannya dalam satuiperiode yang tertuang dalam 
StandariAkuntansiiPemerintah.iLaporaniRealisasiiAnggaran dikemukakan 
palingisedikit sekali dalamisetahun. Pada waktuitertentu, tanggal pelaporan 
suatuientitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan dikemukakan dalam 
suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satuitahun, entitasimemuat informasi 
sebagai berikut : 

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak dalam periode satu tahun; 
b. Fakta bahwa sejumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan beberapa 

catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 
Jika pada waktu yang ditentukan laporan tersebut tidak tersedia maka manfaat suatu 
Laporan RealisasiiAnggaran akan berkurang. Laporan Realisasi Anggaran Suatu entitas 
menyajikan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahunianggaran. Laporan 
Realisasi Anggaran DesaiSarimekar mengungkapkan beberapa  komponen seperti 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk 
pengungkapkan yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyatukan 
realisasiipendapatan-LRA, belanja,itransfer,isurplus/deficit-LRA. 

3. Metode, Data, dan Analisis 

Tulisan ini menggunakan metode penelitianideskriptif. Penelitian ini dilakukan agar 
memperoleh pejelesan mengenai kompetensi terhadap perlakuan akuntansi sektor publik 
yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020. Tulisan ini 
berdasarkan pada studiikasus di PemerintahaniDesa Sarimekar. Tulisan ini ditujukan untuk 
memberikan pemahaman lebih lanjut tentangikebijakaniakuntansi, 
prosesipenyusunanianggaran, pelaksanaanianggaran dan 
analisisilaporanipertanggungjawabanikeuangan Desa. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Prosesipenyusunan Anggaran Pendapatan BelanjaiDesa di Desa Sarimekar diawali dengan 
Proses penyusunan rancangan peraturanidesa tentang AnggaraniPendapataniBelanjaiDesa 
yang dilaksanakan oleh sekretarisidesa, kemudian Badan Pengawasan Desa memperoleh 
informasi terkait rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa dari sekretaris desa untukidisepakati bersama, berikutnya rancanganiperaturaniDesa 
tentangiAPBDes yang telahidisepakati disampaikan oleh KepalaiDesa Sarimekar 
kepadaiBupati Buleleng Bali untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Tahapan Angggaran 
Pendapatan Belanja Desa yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 
Tahun 2020 Adapun anggaran dan pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sarimekar 
tahuni2021 sebagai berikut  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang 
PengelolaaniKeuangan Desa,disebutkan bahwa APBDesaiterdiri atas Pendapatanidesa, 
BelanjaiDesa, dan Pembiayaanidesa. Pendapatanidesa mencakup Pendapataniasliidesa, 
Pendapatanitransfer, dan Pendapatanilain-lain. Belanja desaiberisi tentang 
PenyelenggaraaniPemerintahaniDesa (BelanjaiPegawai dan BelanjaiBarang daniJasa), 
pelaksanaan pembangunanidesa, pembinaan kemasayarakatanidesa, 
pemberdayaanimasyarakat desa, dan belanja takiterduga Peraturan Menteri Desa PDDT No. 
21 Tahun 2020 menyatakan bahwa mekanisme tersebut akan diterapkan ketika akan 
menyusuniAPBDesa. Berdasarkan hasilidata yang ditelah didapatkan, 
prosesipenyusunaniAPBDesa di Desa SarimerkariTahun 2021 telah sesuaiidengan 
Peraturan Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang PengelolaaniKeuanganiDesa.  

Bendahara Desa Sarimekar melaksanakan penerapan yang didasari dari petunjuk teknis 
diatasitelah terpenuhi. Akibatnya haliini menjadi pertanda bahwa didalam 
laporanipertangggungjawaban dana desa terdapatipengelolaan dana APBDesa 
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secaraiberkala. Pengendalian yangiefektif dapatimembuat desa menjadilebih mandiri, 
kemudian sumberidaya desa akan lebih diberdayakan secara maksimal. 

Adapun LaporaniRealisasiiAnggaraniPendapatan daniBelanjaiDesaiSarimekar 
TahuniAnggaran 2021 sebagai berikut : 

 

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa LaporaniRealisasiiAnggaran Desa Sarimekar Tahun 2021 
telah sesuai dengan peraturan StandariAkuntansiiPemerintahan. Hal ini terjadi karena 
pelaporan Realisasi PelaksanaaniAnggaranya telah memuat pos-pos sebagai berikut :  

a. Pendapatan-LRA 
b. Belanja 
c. Transfer 
d. Surplus/deficit 
e. Penerimaan pembiayaan 
f. Pengeluaran pembiayaan 
g. Pembiayaan neto 
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
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BelanjaidesaiAPBDes yang ditetapkan dalam pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pebangunan desa, pembinaan 
kemasyrakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk : 
1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, 
2) Operasional Pemerintah Desa 
3) Tunjangan dan operasional Bada Permusyawaratan Desa, dan 
4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga 

DariiAPBDesa diatas dapat dikemukakan bahwa belanja Desa 70% digunakan untuk 
mendanai penyelenggaaraan pemerintahaniDesa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% 
dari belanja desa digunakan untuk belanjaipegawai ini memperlihatkan bahwa 
pemerintahiDesa telah mengalokasikanidana Desaisesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 
Tahun 2014 untuk mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakatiDesa Sarimekar. 

5. Kesimpulan 

Kebijakaniakuntansi yang telah diterapkan oleh pemerintahidesa Sarimekar telah sesuai 
dengan peraturanipemerintah yang telah ada. Selanjutnya, dengan adanyaiSiskeudes 
menujukkan bahwa pemerintah DesaiSarimekar telah yakin dalam mengungkapkan dan 
menyusun laporan pertanggungjawaban selama ini.  

Solidaritas dan tradisiitolong-menolong masyarakatidi Desa Sarimekar menjadi variable 
lainnya dalamimembantu pemerintah guna merencanakan pengelolaan keuangan Desa 
dengan efisien dan bertanggungjawab. Hal ini dapat ditinjau dari semangat masyarakat 
dalam perencanaan keuangan dan pembangunan Desa. Tidak hanya itu, penyusunan 
APBDesa tahun 2021 yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa 
PDDT No. 21 Tahun 2020. Pos-pos dalam APBDes juga sudah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Desa PDDT No. 21 Tahun 2020. 

Pos-pos dalamiLaporan realisasiiAPBDes juga sudah sesuai Peraturan Menteri Desa PDDT 
No. 21 Tahun 2020 dan pengalokasian belanjaiDesa sudahisesuai dengan PP No. 43 tahun 
2014. Belanjaipegawai di Desa Sarimekar telah sesuai dengan ketentuan, yaitu 30% 
digunakan untuk anggaranibelanja desa, dan 70% untuk mendanaiipenyelenggaraan 
pemerintah Desa, Pelaksanaanipembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaanimasyarakat Desa. Hasil ini menuturkan bahwa pemerintah Desa Sarimekar 
ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desanya.  

Perbaikanisistemibimbingan teknik baik secaraikualitas maupun kuantitas denganicara 
menyiapkan pemateri yang telah menguasai dan memahami 
teknisipengelolaanikeuanganidesa. 
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